SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
merupakan wujud dari Pengelolaan Keuangan Daerah
yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung
jawab sehingga dapat mewujudkan perekonomian
Daerah  berdasarkan atas prinsip kebersamaan,
efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan dan kemandirian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 62 ayat (2)
huruf b dan 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal Pasal 16
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menyusun
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten
Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana
telah diubah dengan Undang — Undang Nomor 7 Tahun
2000 tentang Perubahan Atas Undang — Undang Nomor
47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3962);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5362);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4090);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun
2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Nunukan Tahun 2009 Nomor 4 Seri A Nomor 04);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 19 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 19);

Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Nunukan Tahun 2011-2016 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2012 Nomor 4);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai

berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp. 889.912.725.749,68
b. Belanja Daerah Rp. 1.269.912.725.749,68
(=)
Defisit (Rp. 380.000.000.000,00)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Rp. 380.000.000.000,00
2. Pengeluaran Rp. 380.000.000.000,00
(=)
Pembiayaan Netto Rp. 380.000.000.000,00

(=)

Sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 44.354.018.200,00
b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 739.131.134.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah
Rp. 106.427.573.549,68

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

terdiri dari jenis pendapatan :
a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 6.372.630.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah Rp.1.656.760.000,00

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sejumlah
Rp. 3.311.814.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp. 33.012.814.200,00



(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pendapatan:

a.

b.
C.
d.

(4) Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.
b.

C.

Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bulan Pajak
sejumlah Rp. 328.176.059.000,00

Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 282.437.662.000,00
Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 79.104.670.000,00
Dana Alokasi Desa Rp. 49.412.743.000,00

Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 750.000.000,00
Dana bagi hasil pajak sejumlah Rp. 63.437.482.549,68

Dana  Penyesuaian dan  Otonomi  Khusus sejumlah
Rp. 33.940.091.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah Rp. 8.300.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri
dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 522.175.235.181,39
b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 747.737.490.568,29

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja :

a.

=

oo a0

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 442.360.940.397,25

Belanja Subsidi sejumlah Rp. 10.633.759.000,00

Belanja Hibah sejumlah Rp. 16.450.813.000,00

Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 4.475.000.000,00
Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 65.254.722.784,14
Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 3.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja :

a.

. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 210.812.720.051,20

b

C.

Belanja Pegawai sejumlah Rp. 147.344.526.159,00

Belanja Modal sejumlah Rp. 389.580.244.358,09



Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 380.000.000.000,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp.

0,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dari
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)
sejumlah Rp. 380.000.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.

b.
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1.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

m. Lampiran XIII

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Negara;

Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Perjabatan;
Daftar Piutang daerah;
Daftar Penyertaan Modal (investasi) daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset
Tetap Daerah;

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan asset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarakan kembali
dalam tahun anggaran ini;

Daftar dana cadangan daerah; dan

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.



Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI NUNUKAN,
ttd
BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2014 NOMOR 10
Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
, K@ﬂ%n Hukum

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA: NOMOR 1/2014






